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MOTTO/PERSEMBAHAN 

 

 

 

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya 
menemukanmu.”  

(Ali bin Abi Thalib) 

 

 

“The best way to get started is to quit talking and begin 
doing.”  

Walt Disney 
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RINGKASAN 

 

Globalisasi ekonomi, merupakan kegiatan ekonomi secara global yang melibatkan 

negara-negara di dunia untuk turut serta didalamnya. Memasuki era globalisasi 

artinya memasuki perdagangan bebas yang terbuka luas, terbukanya perdagangan 

bebas mengharuskan pelaku usaha untuk terus meningkatkan kompetitifnya 

apabila ingin tetap bertahan dalam pasar global. Sudah dapat dipastikan 

terbukanya perdagangan bebas mengakibatkan adanya persaingan usaha yang 

semakin ketat, pelaku usaha harus berfikir keras agar tetap bisa bertahan 

mengikuti arus globalisasi. Di jaman yang semakin canggih ini banyak orang yang 

menggunakan media sosial, entah untuk berkomunikasi atau berinteraksi, berkirim 

pesan, gambar, suara atau video, berdiskusi, serta membangun jaringan. Media 

sosial sekarang ini pun di jadikan sebagai ajang untuk media promosi. Hanya 

dengan menggunakan gadget yang mereka miliki, mereka dapat mengoperasikan 

toko online tersebut dengan mudah dan murah. Tidak heran sekarang banyak 

bermunculan pedagang online yang menggunakan akun pribadi di media sosial 

atau marketplace. Media sosial turut menjadi bagian penting yang dibutuhkan 

dalam aspek pemasaran suatu produk barang ataupun jasa. Pelaku usaha harus 

menyusun strategi untuk dapat meningkatkan penjualan dan memenuhi 

permintaan pasar. Bisnis online dapat menjadi salah satu pilihan strategi terbaik 

untuk memanfaatkan perkembangan teknologi, selain itu juga dapat menjadi lahan 

pekerjaan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya bagi para pelaku 

usaha. Promosi melalui sosial media dinilai efektif karena konsumen akan dengan 

cepat mengenali produk atau jasa. Dalam hal pemasaran dan promosi, para 

pedagang online biasanya memanfaatkan digital influencer untuk membantu 

promosi produk mereka dengan cara endorsement. Instagram dapat disebut 

sebagai media sosial yang paling banyak diminati semua orang terutama generasi 

milenial di Indonesia. Pada kasusnya dimana terjadi produk kosmetik ilegal 

bernama Derma Skin Care yang di-endorse oleh beberapa selebgram ternama. 

KIL ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kosmetik oplosan miliknya yang 

ilegal karena tidak memiliki izin dari BPOM. Perlu dipahami bahwa influencer 

bukan sebagai pelaku usaha yang memproduksi barang ataupun jasa, tetapi 

sebagai pelaku usaha periklanan yang menawarkan jasa berupa promosi atau iklan 

melalui media sosial pribadinya. Kegiatan usaha yang dijalankan nya juga dapat 

menimbulkan resiko dan merupakan pekerjaan yang sangat beresiko apabila 



 
 

 
 

influencer tidak berhati-hati, karena tanpa disadari promosi atau iklan produk 

endorse yang dibuatnya dapat merugikan orang lain, apabila influencer tidak 

teliti, kurang hati-hati serta asal menerima tawaran endorse. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan pertanggung 

jawaban hukum mengenai dapat atau tidaknya dimintai pertanggungjawaban 

secara hukum terhadap seorang selebgram yang mempromosikan produk 

kosmetik ilegal apabila terjadi sesuatu hal pada produk yang dipromosikannya 

serta bentuk dari tanggung jawab seorang selebgram terhadap produk ilegal yang 

dipromosikannya ketika hal tersebut terjadi pada dirinya. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mengintervensi dan 

menganalisis peraturan perundang-undangan dan aturan yang ada di  bawahnya 

yang mengatur mengenai pertanggungjawaban secara hukum terhadap seorang 

selebgram yang mempromosikan produk kosmetik ilegal serta bentuk tanggung 

jawab seorang selebgram terhadap produk ilegal yang dipromosikannya. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa:  

1. Seorang selebgram yang mempromosikan produk kosmetik ilegal tidak dapat 

dimintai pertanggung jawaban secara hukum karena tidak ada aturan yang 

jelas. Namun berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata, selebgram tidak dapat 

dimintai pertanggungjawaban atas barang yang berada di bawah 

pengawasannya, yaitu produk kosmetik tersebut, kecuali pelaku usaha. Ini 

karena selebgram hanya terikat pada kontrak kerja sama endorse dan tidak 

mengetahui tentang produk yang berada di bawah pengawasannya. Dalam 

kasus pelanggaran yang dilakukan oleh selebgram, prinsip 

pertanggungjawaban Liability Base on Fault lebih cocok digunakan. Prinsip 

ini lebih mengutamakan aspek kesalahan yang dilakukan seseorang, berbeda 

dengan pertanggungjawaban strict liabilty yang mengutamakan kerugian yang 

disebabkan oleh produk yang dibeli konsumen. Hal ini sejalan dengan 

kenyataan bahwa selebgram hanya mengiklankan barang dari pelaku usaha 

bukan membuat produk sendiri dan kemudian menjualnya kepada 

konsumen.Akibat hukum yang diterima selebgram tersebut ialah mendapat 

gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan masyarakat untuk 

menguji itikad baik dari selebgram yang bersangkutan, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. 

2. Bentuk tanggung jawab seorang selebgram terhadap produk ilegal yang 

dipromosikannya adalah memberikan ganti kerugian terhadap konsumen 

sebagaimana pasal Perbuatan Melawan Hukum 1365 KUHPerdata serta PasaI 

38 UU ITE, namun dalam permasalahan dalam penelitian ini berlaku pasal 

1367 KUHPerdata sehingga yang patut bertanggungjawab adalah pelaku 



 
 

 
 

usaha. Adapun mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap 

selebgram adalah bentuknya wanprestasi karena mereka terikat kontrak kerja 

sama endorse yakni dalam pasal 1243 KUHPerdata. Namun permasalahan ini 

dapat diselesaikan terlebih dahulu secara non-litigasi. 
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ABSTRACT 

 

keywords : Responsibilities, Celebrities, Illegal Products 

This research is aimed at analyzing legal certainty and legal responsibility regarding 

whether or not a celebrity can be held legally responsible for a celebrity who 

promotes illegal cosmetic products if something happens to the product she is 

promoting and the form of responsibility of a celebrity for the illegal product she is 

promoting when something happens. The metod of this research is normative legal 

research. 

The results of the research shows that firstly, a celebrity who promotes illegal 

cosmetic products cannot be legally held accountable because there are no clear 

rules. However, based on Article 1367 of the Civil Code, celebrities cannot be held 

responsible for goods under their control, namely cosmetic products, except for 

business actors. This is because the celebrity is only bound by the endorsement 

cooperation contract and does not know about the products under his supervision. 

Secondly, the form of a celebgram's responsibility for the illegal product he promotes 

is to provide compensation to consumers as in Article 1365 of the Civil Code and 

Article 38 of the ITE Law, but in the case of the problem in this study Article 1367 of 

the Civil Code applies so that those who should be responsible are business actors. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Selebgram, Produk Ilegal 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan pertanggung 

jawaban hukum mengenai dapat atau tidaknya dimintai pertanggungjawaban secara 

hukum terhadap seorang selebgram yang mempromosikan produk kosmetik ilegal 

apabila terjadi sesuatu hal pada produk yang dipromosikannya serta bentuk dari 

tanggung jawab seorang selebgram terhadap produk ilegal yang dipromosikannya 

ketika hal tersebut terjadi pada dirinya. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mengintervensi dan 

menganalisis peraturan perundang-undangan dan aturan yang ada di  bawahnya yang 

mengatur mengenai pertanggungjawaban secara hukum terhadap seorang selebgram 

yang mempromosikan produk kosmetik ilegal serta bentuk tanggung jawab seorang 

selebgram terhadap produk ilegal yang dipromosikannya. 

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, seorang selebgram 

yang mempromosikan produk kosmetik ilegal tidak dapat dimintai pertanggung 

jawaban secara hukum karena tidak ada aturan yang jelas. Namun berdasarkan pasal 

1367 KUHPerdata, selebgram tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas barang 

yang berada di bawah pengawasannya, yaitu produk kosmetik tersebut, kecuali 

pelaku usaha. Ini karena selebgram hanya terikat pada kontrak kerja sama endorse 

dan tidak mengetahui tentang produk yang berada di bawah pengawasannya. Kedua, 

Bentuk tanggung jawab seorang selebgram terhadap produk ilegal yang 

dipromosikannya adalah memberikan ganti kerugian terhadap konsumen 

sebagaimana pasal Perbuatan Melawan Hukum 1365 KUHPerdata serta PasaI 38 UU 

ITE, namun dalam permasalahan dalam penelitian ini berlaku pasal 1367 

KUHPerdata sehingga yang patut bertanggungjawab adalah pelaku usaha.  
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